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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di 

Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah 

Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder 

dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan 

tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan 

lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas 

tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta 

hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Milik, Tanah Tongkonan 

ABSTRACT 

This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal 

consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of 

research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal 

protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based 

on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural 

activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and 

the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides. 
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1.   PENDAHULUAN 

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan 

suatu hal yang sangat esensial dan kompleks seperti yabg 

diutarakan oleh Lestari (2016), Muminin (2017), Sadewa 

(2022), dan Yusuf (2016).  Sejak lahir hingga meninggal 

kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah. Hal 

tersebut disebabkan seluruh aspek kehidupan manusia akan 

selalu berkaitan dengan tanah sehingga tidak hanya dalam segi 

ekonomi melainkan seluruh sendi kehidupan manusia selalu 

berkaitan dengan tanah. Baety (2018) dan Biringkanae (2020) 

menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat Toraja sangatlah 

mengutamakan dan mementingkan hal-hal yang berkaitan 

dengan tanah Tongkonan dikarenakan masyarakat hukum adat 

Toraja masih dapat dan akan terus memelihara serta 

melestarikan kebudayaan, adat istiadat, tradisi-tradisi, serta 

kebiasaan leluhur mereka yang hidup serta tetap eksis menjadi 

salah satu identitas dari masyarakat hukum adat Toraja 

khususnya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan maupun 

penguasaan atas tanah yang biasa disebut dengan tanah  

Tongkonan.  

Seiring dengan berjalannya waktu kesadaran masyarakat 

hukum adat mengenai kepastian hukum yang diperoleh 

melalui pendaftaran hak atas tanah semakin masif dilakukan, 

terlebih dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh 

negara yang berkenaan dengan proses pendaftaran hak tanah 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 
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Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, serta Peraturan 

Pelaksana Lainnya (Abbas, 2017; Pide & SH, 2017; 

Wulansari & Gunarsa, 2016).  

Dengan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat 

yang berkembang, maka sangatlah diperlukan perlindungan 

hukum yang menjamin keadilan terhadap masyarakat hukum 

adat untuk mengelola atau memanfaatkan tanah Tongkonan 

yang mereka miliki secara turun-temurun agar masyarakat 

hukum adat dapat menjalankan aktivitas baik itu sosial, 

ekonomi maupun budaya (Mashuri, 2020). Hadirnya tanah 

Tongkonan yang diberikan oleh Sang Pencipta di tengah-

tengah masyarakat hukum adat Toraja juga dapat saling 

memberikan kemanfaatan secara ekonomi, dapat menjaga 

nilai kehormatan, dan menjaga ekosistem lingkungan hidup 

(Pradhani, 2020). Setiap masyarakat yang memiliki 

kewenangan untuk mengelola tanah Tongkonan secara 

bersama-sama dapat menanam tanaman baik itu tanaman 

konsumsi maupun tanaman kayu yang mana memiliki nilai 

jual. Meskipun hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai 

suatu mata pencaharian pokok namun dengan adanya tanah 

Tongkonan itu sudah dapat memberikan nilai kemanfaatan 

ekonomi (Sunardi, 2017). 

Pada hakikatnya masyarakat hukum adat Tanah Toraja 

merupakan sekumpulan masyarakat yang terstruktur, 

mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki sistem 

pemerintahan adat, dan memiliki beragam kekayaan sendiri 

baik yang terlihat maupun tidak terlihat (Ramba, 2022). Untuk 

itulah tanah Tongkonan sebagai tanah adat di Tana Toraja 

perlu perlindungan hukum termasuk kapastian hukum 

berkaitan subjek dan objek tanah Tongkonan tersebut (Rima, 

2019). Masifnya pengajuan pendaftaran hak atas tanah berupa 

penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah Tongkonan di 

Toraja dapat berimplikasi terhadap merosotnya kekayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat hukum adat, meskipun negara telah 

menjamin kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

mendaftarkan bidang-bidang tanah sebagaimana yang telah 

tertulis di dalam Pasal 19 UUPA yang mengatakan bahwa, 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”.  

Penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah Tongkonan 

disinyalir dapat menimbulkan masalah apabila diterbitkan 

oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 

untuk hak milik pribadi dikarenakan tanah Tongkonan 

merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang juga telah 

dilindungi dan dijamin keberadaannya oleh negara 

sebagaimana yang tertulis di dalam UUPA hak ulayat adalah 

salah satu hak menguasai atas tanah yang ada hierarki hak-hak 

atas tanah. Tanah Tongkonan telah mendapat pengakuan 

melalui peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara No. 1 

Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak 

Masyarakat Hukum Adat. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 

3 UUPA memberikan serangkaian pengakuan eksistensi akan 

hak ulayat serta hak-hak yang serupa, artinya bahwa hak-hak 

atas tanah Tongkonan merupakan bagian-bagian yang tidak 

dapat dilepaskan dengan hak-hak yang serupa sebagaimana 

yang telah diatur dalam Pasal 3 UUPA.  

Tanah Tongkonan bukanlah suatu objek pendaftaran 

tanah dikarenakan tanah Tongkonan termasuk dalam kategori 

tanah ulayat masyarakat hukum adat Tana Toraja atau tanah 

milik bersama sehingga tidak dapat dimiliki secara pribadi.  

Namun berbeda yang menjadi realita di tengah-tengah 

masyarakat hukum adat Toraja dikhawatirkan terjadinya 

pergeseran nilai-nilai budaya yang diakibatkan oleh 

pensertifikatan tanah Tongkonan menjadi tanah hak milik 

pribadi karena melalui sertifikat hak milik pribadi dapat 

menghilangkan unsur komunal yang terdapat dalam hak 

ulayat masyarakat hukum adat Toraja. Objek pendaftaran 

tanah khususnya pendaftaran tanah sistematis lengkap 

sehingga beberapa bidang tanah Tongkonan telah 

disertifikatkan secara pribadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah 

Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya 

penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat 

Toraja di atas tanah Tongkonan. 

2. METODE 

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian 

hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum 

yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam 

masyarakat.  Bachtiar (2021), Nurhayati dkk (2021), dan 

Purwati (2020) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris 

atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti data primer. Seluruh data yang telah 

dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, 

akan ditelaah dengan landasan teori lalu dianalisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksudkan yakni dengan 

mendeskripsikan fakta lapangan berikut interpretasinya yang 

secara utuh terkait dengan perlindungan hukum bagi 

masyarakat hukum adat Toraja terhadap penerbitan sertifikat 

hak milik atas Tanah Tongkonan.. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1. Hakikat Perlindungan Hukum bagi Masyarakat 

Hukum Adat Toraja Melalui Kepemilikan Tanah 

Tongkonan 

Tanah Tongkonan yang dimanfaatkan oleh kelompok 

masyarakat hukum adat Toraja yang di atasnya terdapat rumah 

Tongkonan beserta dengan perangkatnya, hutan Tongkonan, 

tanah pekuburan, dan rante. Menurut Hermina, selaku ketua 

aliansi masyarakat hukum adat Santo Rayan yang penulis 

wawancara, mengatakan bahwa masyarakat hukum adat 

Toraja yang selalu berhubungan dengan adat budaya tidak 

terkecuali dengan keberadaan tanah yang mana tanah 

kepemilikan secara bersama-sama tersebut dikenal dengan 

tanah Tongkonan. Tanah Tongkonan sebagai unsur luhur 

kebudayaan masyarakat hukum adat Toraja dan juga di 

dalamnya terdapat unsur-unsur nilai dan norma yang 

berkenaan dengan kearifan lokal. Dengan adanya keberadaan 

tanah Tongkonan yang dikelola secara kolektif oleh 

masyarakat hukum adat Toraja sangat banyak memiliki 

manfaat, baik itu dalam aspek ekonomi sosial maupun budaya. 

Menurut bapak Sumule atau yang akrab dipanggil 

dengan Nek Kawan selaku Kepala Adat di Desa Deri 

mengatakan bahwa segala rangkaian upacara-upacara adat 
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oleh masyarakat dilaksanakan di pekarangan tanah Tongkonan 

Hal ini dikarenakan tanah Tongkonan itu adalah tanah 

bersama masyarakat di sekitar tanah berada dipergunakan agar 

seluruh rangkaian upacara adat itu terpenuhi segala unsur-

unsurnya maka sangat tepat apabila dilakukan di tanah 

Tongkonan. Dengan didukung kepemilikan tanah Tongkonan 

yang sifatnya kolektif sehingga tidak dapat dimiliki secara 

pribadi sehingga kami selaku pihak-pihak di dalam 

lingkungan adat telah menyepakati dengan masyarakat hukum 

adat bahwa tanah Tongkonan itu harus selalu dipelihara dan 

tidak bisa di sertifikatkan.  

Secara yuridis hal-hal yang berkenaan dengan tanah 

komunal yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum 

adat yang ada di Indonesia telah diatur di dalam pasal 3 

undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria yang pada intinya mengatakan bahwa 

masyarakat hukum adat dapat menjalankan kebiasaan-

kebiasaannya di atas dasar hak ulayat, selagi unsur-unsur 

keberadaan adatnya masih hidup di tengah-tengah masyarakat 

dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan 

republik Indonesia. Namun apabila dispesifikasikan terhadap 

masyarakat hukum adat Toraja khususnya yang berada di 

kabupaten Toraja Utara provinsi Sulawesi Selatan terdapat 

juga peraturan daerah yang mengatur serta menaungi 

mengenai perlindungan masyarakat hukum adat khususnya 

yang berkenaan dengan pemanfaatan atau pengelolaan tanah 

Tongkonan secara kolektif. Payung hukum tersebut yakni 

peraturan daerah kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 

tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum 

adat. Khususnya di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 yang pada 

intinya mengatur mengenai tanah Tongkonan di mana di 

dalam pasal tersebut telah dikatakan mengenai pengelolaan 

tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat secara kolektif 

adalah menjadi hak dan wewenang masyarakat hukum adat. 

Apabila tanah Tongkonan yang menjadi tanah ulayat 

masyarakat hukum adat Toraja dapat terkelola dengan baik 

dapat mengakibatkan terpeliharanya nilai-nilai budaya norma-

norma sosial, tradisi-tradisi, maupun kearifan lokal yang 

sepatutnya harus selalu ada. Kepemilikan tanah Tongkonan 

yang sudah mutlak dikelola secara kolektif oleh masyarakat 

hukum adat Toraja. Sepatutnya mendapatkan perhatian khusus 

dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Perhatian khusus 

yang dapat diberikan dapat berupa perlindungan hukum yang 

representatif terhadap masyarakat hukum adat Toraja yang 

memiliki keterkaitan dengan pengakuan kepemilikan tanah 

Tongkonan secara kolektif agar segala unsur kebersamaan 

masyarakat tidak dapat diprivatisasi oleh individu-individu 

yang telah memiliki pola pikir berbeda dengan masyarakat 

hukum adat lainnya.  

Pola pikir yang berbeda menurut pengamatan penulis 

dalam hal ini mengenai pengelolaan tanah Tongkonan secara 

komunal adalah sudah tidak adanya keinginan untuk 

melakukan tradisi-tradisi kebudayaan leluhur yang disebabkan 

oleh pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal dari 

masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi 

pernikahan dengan warga suku lain, merantau ke luar kota 

maupun ke luar negeri, dan adanya rasa keengganan untuk 

memiliki keterikatan tradisi budaya aslinya. Maka dari itu 

masyarakat hukum adat Toraja sudah banyak yang ingin 

melepaskan diri dari tradisi kebudayaan yang menjadi 

kebiasaan mereka. Hal tersebut terjadi karena para masyarakat 

hukum adat menganggap bahwa upacara-upacara kebudayaan 

yang mereka lakukan merupakan tradisi yang cukup mahal 

bahkan mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan 

suatu pemborosan. Namun, di samping itu Perda Kabupaten 

Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 tentang pengakuan dan 

perlindungan hak masyarakat hukum adat, juga mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan tugas maupun wewenang 

masyarakat hukum adat yakni yang terdapat di dalam pasal 16 

di mana pada intinya adalah masyarakat hukum adat wajib 

untuk menjaga, mengatur, dan melestarikan segala aspek-

aspek yang berkaitan dengan adat kebudayaan seperti sumber 

daya alam, busana adat, maupun arsitektur tradisional. Dengan 

adanya pasal tersebut artinya bahwa masyarakat hukum adat 

di samping memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan 

melalui sumber daya alam yang mereka kelola, mereka juga 

memiliki tugas ataupun kewajiban untuk melakukan apa yang 

telah diperintahkan peraturan tersebut sehingga dengan 

demikian setiap persekutuan masyarakat hukum adat akan 

mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajibannya di 

dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di dalam 

lingkungan adat. Apabila hak dan kewajiban setiap 

masyarakat hukum adat selalu seimbang, hal ini dapat 

berimplikasi kepada suatu kemajuan yang akan dialami oleh 

seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat yang 

terkait karena dengan adanya keseimbangan yang terjadi di 

dalam hubungan sosial dapat mewujudkan yang dinamakan 

dengan kesejahteraan maupun keadilan yang proporsional. 

Para pembentuk negara Indonesia terdahulu sudah 

menjanjikan dan menjamin adanya kesejahteraan serta 

keadilan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali sehingga masyarakat hukum adat juga harus dapat 

merasakan hal demikian melalui payung hukum yang 

berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak 

masyarakat hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya alam yang sudah menjadi urat nadi 

oleh setiap masyarakat hukum adat di dalam wilayah mereka. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengakuan kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat 

hukum adat Toraja yang dikelola secara kolektif tidak saja 

mengatur secara implisit melainkan harus secara eksplisit agar 

pemenuhan dan pengakuan kepemilikan tanah Tongkonan 

oleh masyarakat hukum adat Toraja dapat diimplementasikan 

dan juga diselaraskan dengan hal-hal yang menjadi keharusan 

oleh pemerintah terkait. Kepemilikan tanah Tongkonan oleh 

masyarakat hukum adat Toraja secara kolektif juga sejalan 

dengan konsepsi komunalistik religius yang juga diterapkan di 

tengah-tengah kehidupan para masyarakat hukum adat. 

Konsep komunalistik religius menurut penulis mengisyaratkan 

bahwa setiap aspek pengelolaan maupun pemberdayaan tanah 

di dalam lingkungan wilayah adat diyakini bersumber dari 

leluhur yang bersifat gaib maupun sakral sehingga harus 

dipelihara oleh seluruh anggota persekutuan masyarakat 

hukum adat baik itu yang terikat secara genealogis maupun 

teritorial. Jadi dalam konsep tersebut menekankan bahwa 

tidak adanya hak milik secara pribadi yang dapat dimiliki oleh 

para anggota persekutuan masyarakat hukum adat terhadap 

kepemilikan tanah Tongkonan melainkan hak milik tersebut 

dapat dimiliki secara pribadi hanya terbatas kepada 

pengelolaan dan hasil yang mereka peroleh. Hal demikian pun 

selaras dengan pendapat cicero yang menyatakan 

bahwasannya hak milik pribadi itu tidak ada, melainkan apa 

yang ada di bumi khususnya yang penulis kaitkan di dalam 

wilayah adat adalah milik bersama yang diberikan oleh sang 

pencipta untuk dikelola secara baik oleh manusia. Jika 

dielaborasikan lebih lanjut apabila dikaitkan dengan 

kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat 

Toraja maka akan didapatkan hal-hal yang harus dipahami 
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oleh seluruh masyarakat hukum adat seperti tanah Tongkonan 

seharusnya tidak dapat mengalami perpindahan tangan 

menjadi milik pribadi melainkan tanah Tongkonan harus 

selalu dilestarikan dan dikelola secara kolektif oleh 

persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki 

keterikatan genealogis teritorial dengan tanah tersebut. 

Perlindungan hukum mengenai pengakuan hak milik 

secara kolektif yang berkaitan dengan penguasaan tanah 

Tongkonan oleh masyarakat hukum adat di Toraja telah diatur 

di dalam pasal 3 UUPA mengenai tanah ulayat yang dikuasai 

oleh masyarakat hukum adat juga akan selalu dijamin, diakui, 

dan dilindungi keberadaannya oleh negara agar para 

masyarakat hukum adat juga mendapatkan apa yang menjadi 

hak-hak konstitusi mereka. Seperti yang diatur juga di dalam 

pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tepatnya terdapat di 

pasal 18b ayat 2 dan pasal 28i ayat 3 yang kedua pasal 

tersebut memiliki inti bahwasanya masyarakat hukum adat 

juga merupakan subjek hukum sehingga apa yang menjadi hak 

dan wewenang MHA dalam kehidupan bermasyarakatnya 

maupun dalam menjalankan tradisi-tradisi kebudayaannya 

harus selalu dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang. 

Namun tidak cukup sampai di situ saja pengakuan dan 

perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Toraja pun 

diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2019 khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan tanah Tongkonan yang terdapat 

di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang mengintikan bahwa tanah 

Tongkonan merupakan tanah milik komunal oleh masyarakat 

hukum adat sehingga tidak dapat dimiliki ataupun dikuasai 

secara pribadi oleh individu yang ingin memilikinya. 

Perlindungan hukum sangatlah krusial dalam hal 

pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat hukum 

adat karena menurut philipus MH John bahwa perlindungan 

hukum merupakan suatu unsur terpenting di dalam suatu 

ketatanegaraan yang berkaitan dengan perlindungan dan 

pemenuhan harkat dan martabat manusia agar apa yang 

menjadi hak-hak oleh manusia tersebut dapat terpenuhi secara 

baik dan juga tidak berbenturan dengan kesewenang-

wenangan para penguasa. Philipus M. Hadjon mengisyaratkan 

perlindungan hukum itu harus memiliki unsur-unsur seperti 

adanya pengakuan dari pemerintah mengenai kegiatan 

maupun tradisi oleh masyarakat hukum adat adanya 

perlindungan hukum, baik itu berupa perlindungan hukum 

represif atau preventif, yang berkenaan dengan hak-hak dan 

wewenang masyarakat hukum adat di dalam memelihara nilai 

dan norma sosialnya. Dengan adanya perlindungan hukum 

dari pemerintah terhadap aktivitas persekutuan masyarakat 

hukum adat khususnya yang ada di toraja yang berkaitan 

dengan kepemilikan tanah Tongkonan yang pada hakikatnya 

dikelola secara kolektif akan dapat memberikan rasa nyaman 

dan aman serta mereka juga merasakan keadilan yang 

proporsional, sehingga para masyarakat hukum adat akan 

mengalami hidup yang sejahtera sesuai dengan cita-cita 

negara Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Masyarakat hukum adat Toraja dewasa ini telah 

memiliki kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang lebih 

fokus terhadap kepentingan sosial semata sehingga dapat 

dianggap bahwa hal tersebut merupakan suatu penurunan 

nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya mementingkan 

kepentingan bersama maupun yang terkait dengan pelestarian 

budaya namun ditemui hal-hal yang mencakup seperti 

kegiatan yang diselenggarakan hanyalah bersifat gengsi atau 

hedonisme yang ditunjukkan kepada sesama masyarakat 

hukum adat untuk memperlihatkan strata sosial mereka di 

dalam wilayah adatnya. 

Unsur-unsur kebersamaan yang sejak dulu telah hidup di 

tengah-tengah kebiasaan MHA merupakan nilai-nilai yang 

sangat krusial dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya 

maupun kearifan lokal. Dengan terpeliharanya kondisi 

lingkungan di tengah-tengah wilayah tanah Tongkonan, 

masyarakat hukum adat yang selalu kondusif dan stabil oleh 

sebab itu sangatlah diperlukan kesadaran dari pihak 

pemerintah dalam hal ini untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif kepada seluruh masyarakat hukum adat Toraja 

untuk mengelola dan terus memelihara keutuhan nilai-nilai 

kebudayaan, khususnya terhadap pemeliharaan tanah 

Tongkonan yang harus selalu dikelola secara kolektif agar 

masyarakat hukum adat memahami bahwasannya tanah 

Tongkonan itu merupakan salah satu unsur penting dalam 

melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya serta juga 

tidak ada lagi yang ingin memilikinya secara pribadi. Melihat 

kenyataan hak komunal masyarakat hukum adat Toraja, 

bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adatnya 

serta terbentuknya struktur lembaga adat di tengah-tengah 

wilayah tersebut. Wewenang yang dilengkapi dengan tugas 

dan tanggung jawabnya maka hak ulayat atau tanah komunal 

yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Toraja dapat 

dikatakan masih ada dan dinyatakan tetap eksis. 

3.2. Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas 

Tanah Tongkonan di Toraja 

Masyarakat hukum adat Toraja memiliki suatu kekayaan 

yang diwariskan secara vertikal, artinya bahwa leluhur dari 

atas sampai keturunan paling bawah memiliki hak maupun 

wewenang untuk mengelola kekayaan tersebut yang mana 

kekayaan itu disebut dengan tanah Tongkonan. Tanah 

Tongkonan yang bersifat turun menurun terhadap pemiliknya 

yang memiliki keterikatan genealogis teritorial, tanah 

Tongkonan tersebut merupakan tanah hulayat atau komunal 

yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh persekutuan 

MHA yang bersangkutan. Kepemilikan tanah Tongkonan 

yang bersifat komunal tersebut tidaklah memiliki bukti yang 

bersifat tertulis melainkan hanya memiliki bukti kepemilikan 

dengan metode kesadaran terhadap pihak-pihak yang terkait 

yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan maupun asas 

keterbukaan yang didukung dengan kepercayaan seluruh 

lapisan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan setiap 

rumpun keluarga di dalam persekutuan adat hanya mengetahui 

kepemilikan tanah Tongkonan tersebut yang bersifat kolektif 

melalui pembicaraan dari orang yang dituakan di dalam 

keluarga mereka. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang memiliki 

hubungan hukum dengan tanah Tongkonan akan selalu 

diketahui oleh rumpun keluarga yang bersangkutan karena 

mereka sudah saling mengetahui yang disebabkan masih 

memiliki satu garis keturunan. Tidak terkecuali juga hal-hal 

yang berkenaan dengan batas-batas tanah Tongkonan itu yang 

hanya diketahui oleh rumpun keluarga melalui pohon-pohon, 

batu-batu yang besar, sungai, maupun bukit-bukit yang berada 

di sekitar tanah Tongkonan. 

Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan sudut 

pandang para masyarakat hukum adat, mereka memiliki 

ketertarikan untuk menguasai tanah Tongkonan tersebut 

secara pribadi dan hal itu dapat dianggap suatu tindakan 
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pelanggaran adat yang mana hal tersebut juga didukung 

dengan adanya instruksi presiden mengenai pendaftaran tanah 

sistematis lengkap di mana badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Toraja Utara telah memasukkan tanah Tongkonan 

sebagai objek pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut. 

Sebelum lebih dalam membahas hal demikian, di bawah ini 

penulis akan memberikan jumlah penerbitan sertifikat hak 

milik di kabupaten Toraja Utara yang berupa tabel agar dapat 

lebih mudah untuk dipahami. 

Tabel 1.  

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak Milik 
No. Jenis Pendaftaran Tahun Jumlah 

1. PTSL 2018 1450 Bidang 

2. PTSL 2019 1765 Bidang 
3. PTSL 2020 1000 Bidang 

4. PTSL 2021 2267 Bidang 

Jumlah data penerbitan sertifikat hak milik hasil PTSL 

yang penulis dapatkan secara langsung dari kantor ATR BPN 

Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data yang sudah penulis 

buat berupa tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa 

tidak sedikit bidang tanah di kabupaten Toraja Utara yang 

diberikan sertifikat hak milik hasil dari PTSL di mana dari 

tahun 2018 sampai tahun 2021 terdapat tren kenaikan jumlah 

bidang tanah yang disertifikatkan meskipun di tahun 2020 

mengalami penurunan namun kembali mengalami eskalasi di 

tahun 2021 yang jumlahnya menembus sampai 2267 bidang 

tanah sehingga jumlah tersebut dapat dikatakan suatu 

peningkatan maupun kenaikan yang sangat signifikan. 

Hal-hal yang menjadi persoalan dari kegiatan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap itu ialah dikarenakan 

terdapat bidang-bidang tanah Tongkonan maupun tanah yang 

dikelola secara kolektif oleh MHA yang diajukan ke kantor 

BPN untuk diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi 

sehingga hal demikian berimplikasi terhadap hilangnya hak 

kolektif menjadi hak milik individu saja. Menurut koordinator 

kelompok substansi penetapan hak tanah dan ruang yang 

penulis temui dan dilakukannya wawancara mengatakan 

bahwa di wilayah Toraja Utara maupun Tanah Toraja itu tidak 

terdapat hak ulayat karena tidak diakui oleh negara yang 

bersifat formal atau tertulis dan juga tanah Tongkonan itu 

tidak ada jumlah datanya yang pasti yang disebabkan tidak 

terinventarisasinya jumlah tanah Tongkonan di wilayah 

Toraja. Oleh karena itu tidak dapat ditemukan berapa jumlah 

tanah Tongkonan yang sudah diterbitkan, namun disatukan 

jumlahnya dengan tanah-tanah pemukiman. Maka dari itu 

dengan tidak adanya inventarisasi tanah Tongkonan di dalam 

wilayah adat di Kabupaten Toraja Utara mengakibatkan tidak 

adanya pula jumlah data secara pasti berapa yang telah 

diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi namun telah 

dinyatakan bahwa ada tanah Tongkonan yang sudah di 

sertifikatkan secara pribadi yang artinya tidak berlaku lagi 

secara komunal.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa ternyata 

pihak kantor BPN belum terlalu memahami mengenai unsur-

unsur yang hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat 

bahwasannya menurut Van Vallenhoven menyatakan 

mengenai kehidupan MHA yang berkaitan dengan kebiasaan-

kebiasaan mereka di dalam wilayah adat itu tidak perlu tertulis 

maupun dikodifikasi oleh negara karena sebelum negara ada 

seluruh tatanan kehidupan MHA sudah lebih dulu ada. Oleh 

sebab itu pernyataan tersebut tidaklah selaras dan sejalan 

dengan pendapat Van Valenthoven di mana penulis 

menemukan kesenjangan yang terjadi antara peraturan negara 

atau hukum positif yang tidak seimbang dengan tatanan MHA 

dalam hal pengakuan serta perlindungan kepemilikan tanah 

Tongkonan yang dikelola secara kolektif oleh MHA di 

wilayah adatnya. Dengan adanya penerbitan sertifikat hak 

milik atas tanah Tongkonan yang terjadi secara terus-menerus 

dan berkesinambungan maka hal demikian telah menyimpang 

dari undang-undang yang sudah ada, khususnya yang terdapat 

di dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 

yang mana terdapat di dalam pasal 9 tidak menempatkan 

tanah ulayat MHA sebagai objek pendaftaran tanah. Namun 

berbeda dengan yang telah terjadi di masyarakat hukum adat 

Toraja khususnya di kabupaten Toraja Utara. Apabila hal itu 

dibiarkan terjadi akan mengakibatkan menghilangnya nilai-

nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat hukum 

adat. Melalui kepemilikan tanah Tongkonan secara pribadi 

oleh individu, akan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum 

yang baru pula terhadap tanah Tongkonan dengan pemiliknya. 

Tanah Tongkonan apabila dimiliki secara pribadi oleh 

salah satu pihak keluarga, di dalam rumpun masyarakat 

hukum adat Toraja, akan mengakibatkan banyaknya 

permasalahan-permasalahan baru seperti sengketa antar 

keluarga, rasa cemburu, maupun hilangnya kebersamaan 

dalam bentuk persaudaraan. Hubungan hukum yang sudah 

tercipta sejak dulu yang selalu dipelihara oleh leluhur kepada 

generasi-generasinya pun akan banyak mengalami degradasi 

karena kepemilikan tanah Tongkonan secara pribadi. Tanah 

Tongkonan yang di atasnya terdapat potensi-potensi, maupun 

sumber daya yang dimiliki secara kolektif dan dinikmati 

hasilnya pun secara kolektif akan berubah menjadi tanah milik 

pribadi serta benturan hak dan kewajiban masyarakat hukum 

adat pun tidak akan holistik lagi seperti yang seharusnya 

karena sifat maupun sikap komunal atau kebersamaan itu akan 

menghilangkan hak masyarakat yang satu terhadap hak 

masyarakat yang lainnya. Kepemilikan benda-benda yang di 

atas tanah Tongkonan itu baik itu berupa pepohonan kayu, 

pepohonan buah, dan sebagainya akan dikuasai secara pribadi 

juga oleh pihak yang memegang sertifikat hak milik sehingga 

masyarakat hukum adat tidak memiliki hubungan hukum lagi 

dengan tanah Tongkonan tersebut. Namun di sisi lain juga 

telah mengalami pelemahan dari aspek komunal menjadi 

aspek individu. 

4.    KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa  hakikat perlindungan hukum bagi masyarakat hukum 

adat melalui kepemilikan tanah Tongkonan ialah perlindungan 

hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan berbasis 

nilai kearifan lokal untuk menjamin adanya pengakuan serta 

perlindungan bagi hak-hak masyarakat hukum adat Toraja 

harus selalu berlandaskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-

undang Dasar 1945 yang pada intinya yaitu memberikan 

kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia 

melalui potensi-potensi alam maupun sumber daya yang 

dimiliki oleh negara. Dengan terciptanya perlindungan hukum 

yang kompleks dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap rasa jaminan 

perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang berbasis 

nilai-nilai kearifan lokal sehingga mereka mampu untuk 

merasakan keadilan serta kesejahteraan dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di dalam lingkup 

adatnya. 

Akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas 

tanah tongkonan di Toraja ialah penerbitan sertifikat hak milik 

atas tanah Tongkonan menjadi suatu kesenjangan hukum yang 
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terjadi. Dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas 

tanah Tongkonan yang diterbitkan oleh Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara mengakibatkan 

adanya hubungan hukum yang baru, baik itu secara vertikal 

maupun horizontal. Segala sesuatu yang berupa tindakan oleh 

MHA di mana tindakan tersebut di luar dari penetapan 

maupun peraturan adat maka tindakannya dianggap tidak 

pernah ada di tengah-tengah MHA dan juga menghapus 

hubungan hukum MHA dengan individu yang memiliki tanah 

tersebut. Secara pribadi disertai dengan dihapusnya hak atas 

tanah tongkonan oleh seluruh rumpun anggota masyarakat 

hukum adat yang awalnya bersifat komunal kini menjadi 

bersifat pribadi. 
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